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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis penggunaan 
barang bersumber pada arus listrik. Energi listrik merupakan salah satu 
pendukung strategis yang mempunyai peran yang sangat penting dalam 
kehidupan bangsa dan bernegara. Listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, 
penyediaan energi listrik di Indonesia sampai dengan saat ini masih dikelola 
oleh negara yang lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu 
berupa suatu perusahaan dibidang ketenagalistrikan yaituPT.PLN. Perusahaan 
listrik milik negara ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam 
memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat. 
Didalam berkehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang 
mempunyai kepentingan berbeda antara yang satu dengan yang lainya. 
Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat 
menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka 
mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan 
atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, agar dapat 
mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan 
itu, seorang diharuskan untuk bertingkahlaku sedemikian rupa sehingga 
kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan 
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apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan 
dikenakan sanksi. 
Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kinerja, maka 
PT. PLN menerapkan program Good Corporate Governance (GGG) 
sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 
Per01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance (GGG) pada 
badan usaha yang merupakan milik negara.
1
 
Program tersebut tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, 
namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan 
dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan 
nilai perusahaan dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam 
persaingan. 
Di Indonesia, perusahaan listrik PT. PLN sudah lama ada dan 
berkembang untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan energi listrik. Perusahaan 
tersebut mempunyai program unggulan yaitu program listrik pasca bayar dan 
listrik prabayar serta dapat digunakanoleh masyarakat diseluruh Indonesia. 
Sebagai pelaku usaha di bidang jasa penyedia listrik, maka PT. PLN  harus 
memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak 
diskriminatif. Selain itu, PT. PLN juga harus memperhatikan hak-hak 
konsumen agar dapat tercipta kerja sama yang baik antara konsumen dan 
pelaku usaha, mengingat konsumen tidak secara langsung memiliki hubungan 
hukum dengan pelaku usaha. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 
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 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per01/MBU/2011 tentang Penerapan Good Corporate 
Governance (GGG). 
 3 
 
 
 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4menyebutkan 
HakKonsumenadalah : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 
g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
Dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi 
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk 
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melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan 
konsumen. 
Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk 
mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan 
konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong 
lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui 
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Adanya Undang-undang 
Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi 
pembangunan nasional yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum 
yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun 
manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan 
Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara UUD 
RI 1945. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) juga terdapat (tentangPerjanjian) yang memuatpasal yang 
berarahuntukmelindungi konsumen seperti yang termuat didalamPasal 
1365mengenaiPerbuatanMelawanHukum. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang 
mengatur tentang perlindungan konsumen. Telah ada beberapa Undang-
Undang lain yang materinya melindungi kepentingan Konsumen, seperti 
perlindungankonsumen terhadappelaku usaha listrik yaitu Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam Pasal 1 Ayat (3) 
dan (9) Undang-Undang Ketenaga listrikan menyebutkan usaha penyediaan 
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tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, 
transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen dan 
rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem 
penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan 
distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
listrik.
2
 
Peraturan mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari 
hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Telah ada beberapa 
undang-undang lain yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti 
peraturan untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha listrik yaitu 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam Pasal 
1 ayat (10) UU Ketenagalistrikan ini, hubungan konsumen listrik atau 
pengguna jasa listrik dengan pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang 
diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dalam 
perjanjian tersebut pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk membayar 
rekening listrik dan berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan 
ketenagalistrikan, dan PT. PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga 
listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pengguna jasa listrik 
sehingga PT. PLN (Persero) berhak menerima pembayaran berupa sejumlah 
uang dari prngguna jasa listrik. Konsumen merupakan pengguna jasa listrik 
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 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 Ayat (3) dan 
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yang harus dilindungi, mengingat banyaknya konsumen yang masih merasa 
dirugikan. 
Peristiwa hukum yang dialami Konsumen berkaitan dengan 
pemadaman listrik adalah kasus kerugian pelanggan listrik dikalangan rumah 
tangga dan bisnis. Salah satu pengusaha yang merasakan kerugian dalam hal 
ini yaitu pengusaha kecil dibidang penyediaan es batu. Selain itu kerugian juga 
dirasakan dikalangan fotocopy dan Laundry, karena aktivitas bisnis maupun 
kinerja karyawan akan terhambat .  
Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) di 
Kecamatan Tempuling hampir setiap hari bahkan dalam satu hari bisa 
mencapai 2 jam, hal itu sangat merugikan bagi konsumen apalagi yang bekerja 
menggunakan tenaga listrik seperti penyedian es batu, jasa fotocopy dan 
laundry dikarenakan usaha tersebut menggunakan aliran listrik dengan 
pemadaman yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) maka usaha tersebut tidak 
bisa berjalan dengan baik, itu sangat merugikan konsumen selaku penguna 
listrik. Dengan adanya hal demikian maka konsumen listrik tidak mendapatkan 
haknya salah satunya yaitu hak untuk kenyamanan, sebagaimana yang terdapat 
didalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu undang-undang Nomor 
08 Tahun 1999, konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan terhadap 
suatu produk atau jasa yang dipakainya namun hal ini tidak dapat dipenuhi oleh 
PT. PLN (Persero) Kecamatan Tempuling selaku penyedia jasa tenaga listrik. 
Kerugian dari pihak konsumen mengakibatkan adanya wanprestasi 
karena tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila ada 
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tuntutan dari konsumen maka pihak pelaku usaha bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi atas penggunaan tenaga listrik. Pemberian ganti rugi 
atau kompetensi adalah hak dari masyarakat yang menjadi pelanggan sehingga 
dapat diperhitungkan. Namun selama ini, keluhan-keluhan yang disampaikan 
oleh masyarakat kepada lembaga konsumen hanya sebatas lisan saja. Selain 
mendapatkan ganti rugi, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi 
terkait rencana PT. PLN (Persero) dalam pelaksanaan pemadaman listrik.
3
 Hal 
tersebut menggambarkan kondisi dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha dalam bisnis pelayanan listrik kepada 
konsumennya. Mengingat listrik sangatlah berguna untuk menunjang aktifitas 
manusia, maka pelaksanaan pelayanan untuk memenuhi hak-hak konsumen 
merupakan hal yang utama yang harus dilakukan. 
Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun skripsi ini dengan masalah 
yang lebih mengerucut yaitu mengenai tidak terpenuhinya hak konsumen atas 
pemadaman listrik yang selalu terjadi di Kecamatan Tempuling Kabupaten 
Indragiri Hilir  Dari uraian permasalahan diatas maka penulis mengangkat 
judul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN 
LISTRIK DI KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI 
HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. 
 
 
                                                          
3
http://www.antaranews.com/berita/217844/pln-mana-kompensasi-pemadaman-listrik, 
diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 14. 45 WIB.  
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B. Batasan Masalah 
Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 
dimasalahkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini, dalam hal 
perlindungan konsumen terhadap masalah pemadaman listrik tepatnya di 
Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-
UndangNo. 8 Tahun 1999. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Pemadaman Listrik di 
Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang – 
Undang N0. 8 Tahun 1999 ? 
2. Apa upaya PT. PLN Rayon Tembilahan Dalam Melindungi Hak-Hak 
Konsumen Terkait Pemadaman Listrik di Kecamatan Tempuling ?  
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap 
Pemadaman Listrik di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir 
Berdasarkan Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
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2. Untuk mengetahui Apa upaya PT. PLN Rayon Tembilahan Dalam 
Melindungi Hak-Hak Konsumen Terkait Pemadaman Listrik di Kecamatan 
Tempuling. 
Manfaat penelitian 
1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang 
sama. 
3. Memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu  
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
E. Metode Penelitian 
Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan 
keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis dan sifat penelitian 
Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah 
yang akan dipecahkan.
4
Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian 
hukum Sosiologis. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriftif. 
Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif ialah penelitian yang 
mengungkapkan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.
5
Dalam 
hal ini tentunya penulis akan memberikan gambaran tentang perlindungan 
                                                          
 
4
Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian. Hukum (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 
1997)  h. 13 
 
5
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. (Palu, SinarGrafika, 2009) h. 105 
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konsumen terhadap pemadaman listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 
menentukan data yang diambil,sehingga lokasi sangat menunjang untuk 
dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek 
penelitian oleh penulis adalah PT. PLN area Kota Tembilahan Kecamatan 
Tempuling. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
6
 
Tabel I.1 
Populasi dan Sampel 
 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1 Kasi PT. PLN (Persero) 1 1 100% 
2 Konsumen (Masyarakat) 1000 KK 100 KK 10% 
 Jumlah 10001 KK 101 KK  
Sumber data : Data Olahan Tahun 2017 
4. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam 
dua(2) bagian yaitu sebagai berikut : 
a. Data primer, yaitu : data penelitian yang penulis peroleh dari masyarakat 
dan PT. PLN (Persero) Kecamatan Tempuling Kota Tembilahan. 
                                                          
6
Suratman, H Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung Alfabeta, 2014), h. 78 
 11 
 
 
 
b. Data sekunder, yaitu :merupakan data yang sudah jadi atau merupakan 
data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang 
penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah 
penelitian ini. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara, yaitu dapat diartikan sebagaicara yang dipergunakan peneliti 
untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara Tanya 
langsung secara tatap muka(face to face).
7
wawancara dilakukan dengan 
Kepala Seksi PT. PLN area Kota Tembilahan. 
b. Angket, yaitu adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat. 
6. Metode analisis data 
Penelitian diperoleh dari angket, wawancara dan dokumentasi. 
Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan 
cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, 
singkat, dan rinci. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 
metode Naratif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara 
terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang 
                                                          
 
7
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode  Penelitian  Sosial, (Jkarta: Kencana, 2008),  h. 69 
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telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, 
kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat untuk ditarik 
sebuah kesimpulan. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara 
deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis 
lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan 
seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan 
dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-
undangan tentang hal yang bersangkutan. 
 
F. SistematikaPenulisan 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka 
penulis merencanakan penulisan akan dibagi dalam 5 bab yang kemudian 
dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Di dalam bab ini penulisakan mengemukakan tentang latar 
belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, 
manfaat Penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Di dalam bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian 
yaitu Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. 
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BAB III :TINJAUAN TEORI 
Bab ini membahas tinjauan teori yaitu Perlindungan Konsumen, 
Konsumen, Pelaku Usaha dan Ketenagalistrikan. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Di dalam bab ini memaparkan tentang perlindungan konsumen 
terhadap pemadaman listrik yang sering terjadi di Kota 
Tembilahan Kecamatan Tempuling, Apa saja Pelayanan yang 
diberikan oleh PT. PLN dalam melaksanakan kinerjanya dan 
Perlindungan Terhadap Masyarakat yang mengalami Pemadaman 
Listrik 
BAB V : PENUTUP  
Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
 
